
PEMBENTUKAN

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

C L|FERFI l:R GOR OHTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 62 TAHUN 2OI3

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PEI,A]KSANA TEKN]S DIN,ASBALAI METROLOGI PROVINSI GORONTX.LO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAH.IT ESA

GUBERNUR GORONTALO,
bahwa berdasarkan pasar 17 peraturan Daerah No*or rz
Tahun 2ol3 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Provinsi Gorontalo, terah ditetapkan peraturan Gubern*r Nomor
21 Tahun 2orl tentang pembentukan organisasi dan Ta&r Keda
unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Metr.rogi provinsi Gororetalo;
bahwa berdasarkan pertimbangan setngaimana dim.aksud
dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan ciurrernur
Gorontalo tentang pembentukan organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas Balai Metrologi lbovinsi GorontaJo;

undang-undang Nomor 8 Tahun lgr,+ tentang pokok-pokok

Kepegawaian (kmbaran Negara Republik Indonesia TahurL rgr4
Nomor 55, Tambahan kmbaran Negeirer Republik Indonesia

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang_U:ndang

Nomor 43 Tahun lggg (Lembaran Negarra Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lemb;aran Negara Relrublik

Indonesia Nomor 3890);

undang-Undang Nomor 2 Tahun 19g1 te:ntang Metrologi kgal
(Lembaran Negara Republik Indonesiallahun lggl Nomor 11

Tambahan Lembaran Negara Republik Indens.i. Nomor B1g3);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun Lgg4 tentang perindustrian

(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun l9g4 Nomor 22

Tambahan l.embaran Negara Repubrik Inrlonesia Nomor B2,,l4l;
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4 .

5.

6.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun rggg tr:ntang Larangan Praktek
Monopoli dan persaingan usaha Tidak sehat di i.nclonesia
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tedrun lggg Nrcmor ,33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Ind'nesia Nomor 3s17);
undang-Undang Nomor g Tahun rggg tentang perlindungan

Konsumen (Lembaran Negara Republik Irrdonesia Tahun rggg
Nomor 42, Tambahan Lembaran Neg^r* Republik Indonesia
Nomor 3S21);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang pemtrenLtukan

Provinsi Gorontaro (Lembaran Negara Repubrik I:nd,cnesia
Tahun 2ooo Nomor 25g, Tambahan Lembaran Negara rRepublik
Indonesia Nomor aO60);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 21103 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Inclonesia TahuLn 2003
Nomor 47, Tambahan lembaran Negrrer Republik I'donesia
Nomor a2861;

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang pemenintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Inilonesia Tahun 2oo4
Nomor r25, Tambahan Lembaran Negerrer Republik Ind.nesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Teihun 2oog tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tah'n 2oo4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembe'am Negara Fleprublik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambiahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a8afl;

9. undang-Undang Nomor 33 Tahun 2oa4 r:entang perirrrbeLngan

Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Femerintahan Dieerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Inclonesia Nomor 44i|g);

10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2otr tentang pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembzrretn Negara R:epublik

Indonesia Tahun 2o1l Nomor 82, Tamb:rh,an Lembaran N,egara
Republik Indonesia Nomor 523fl;

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor sg Tahun 2oo5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.epublik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aSTSl; h
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 3g rahun 2oor tentang perrrbagian

Urusan Pemerintahan Antara PemerintetJr, Pemerintahan .Daerah
Provinsi, dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (krnbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2oar Nomor g2, Tanrbahan
Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomror ar37l;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OOT tentang Crrgranisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Reprublik Indonesia Tahun
2oo7 Nomor 85, Tambahan Lembiarien Negara Republik
Indonesia Nomor a7ae;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5'z rahun 2aa,,r tentang
Petunjuk Teknis Organisasi perangkat Daerah;

15. Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesizr. Nomor
50/M/DAG/PER/ tol2oog tentang Lln.it Kerja durn Unit
Pelaksana Teknis Metrologi Legal

16. Peraturan Daerah provinsi Gorontalo rNomor 12 Tahr_rn 2org
tentang organisasi dan Tata Kerja ,Di:nas Daerah provinsi

Gorontalo (Iembaran Daerah provinsi (iorontalo Tah.un 2arc
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daera,h provinsi ciorontzrro
Nomor 10).

MEMUTUSI(AN :

MCNCTAPKAN : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TEI{TANG PEMBE]NTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELITKSANA TEKNII; DINAS
BALAI METROLOGI PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dr:ngan :
1' Daerah adalah Daerah otonom provinsi Gorrcntalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah pen.,rel.enggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DpRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi se,luas_
luasnya dalam sistem dan prinsip NegeireL Kesatuan Fiepublik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam lJndang- undang Dasar
Negara Repubiik Indonesia Tahun lg41.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupratj, atau Walikota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemer:intahan
daerah. I
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8.

9 .

4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gor.ontalo.
6. Dinas adalah Dinas Koperasi,uMKlM, perindustri.arr dan

Perdagangan Provinsi Gorontalo.
7. Kepala adalah Kepara Barai Metrorogi pr,cvinsi Gorontaro pada

Dinas Koperasi, UMKM, perindustrian dan. perdagangarl provinsi
Gorontalo.

Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnyzr clisingkat UprD adatah
Unit Pelaksana Teknis Dinas Barai Metrorogi provinsi Gor:ontalo
pada Dinas Koperasi, UMKM, perindur;trian dan per<iagangan
Provinsi Gorontalo.

Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur
secara luas.

10. Metrologi Legal adarah metrologi yang me:ngelola satuan_llatuan
ukuran, metoda-metoda pengukuran dem arat-alat ukur,, yang
menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berclasarkan
undang-undang yang bertujuan melinduLngi kepentinga.n rLlmum
dalam hal kebenaran pengukuran.

11. Alat ukur adalah aiat yang dipakai untuk pengukuran panjerrg.
12. Alat Takar adalah alat yang dipakai untuk pengukurar volume

atau penakaran.

13' Alat Timbang adarah alat yang diperun,tukan, dipal<ai bcrgi
pengukuran massa atau penimbangan.

14. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperurntukan dipakaiL sebagai
pelengkap atau tambahan pada alat ukurr, takar, timbang yang
menentukan hasil pengukuran, penakararr dan penimbanlqan.

15. Satuan Dasar adalah satuan yang merup:rkan dasar dari sa.tuan_
satuan suatu besaran yang dapat dituru'kan menjadi satuan
turunan.

16. Satuan T\rrunan adalah satuan yang dibentuk dengem
mengkombinasikan satuan_satuan dasar.

17. Satuan Tambahan adalah satuan turunan yang tidak mernpunyai
dimensi dan dapat diperlakukan seolah-olzrh bertindak sebagai
satuan dasar.

18. Standar satuan adalah satuan ukuran yang; sah dipakai sebagai
dasar pembanding.

19. Menera adalah har yang menandai dengan tanda tera silh atau
tanda tera batal yang berraku, atau memberikan kete:ranrgan_
keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang
berlaku, dilakukan oreh pegawai-pegawai yang berhak
melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat_
alat ukur, takar, timbang dan perrengrr:apannya yang belum
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20.Tera Ulang adarah har yang menandai berkala dengan tanda t.era
sah atau tanda tera batal yang berlal.:u, atau memberikan
keterangan-keterangan tertulis yang bertan.da tera sah a.tau beital
yang berlaku, diiakukan oieh pegawa.i-pegawai yang berhak
melakukannya berdasarkan pengujian yeinlg dijalankan *.ta.s alat_
alat ukur, takar, timbang dan perlengkapiannya yang telah cliter.a.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2
Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk l-rnit peraksan;a ,reknis
Dinas Balai Metrologi pada Dinas Koperasi, UMKM, perin:dustrian
dan Perdagangan provinsi Gorontalo.

BAB III
KEDUDUKAN TUGAS DAN

FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur peraksania teknis
operasional Dinas yang dipimpin oleh seor'.ng Kepala Ba.lai yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepacla Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Ttrgas

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas meraksa'akan
sebagian tugas teknis dinas di bidang :

a. pengelolaan data, standar ukuran dan lab.ra.torium;
b. pengujian aiat urrp dalam rangka izin tipe: d,an izin tanda pabrik;
c. tera dan tera ulang alat UTTP.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugasnya, uprD mernpunyai fungsi :
a. men1rusun program keda di bidang kemetrol6,gian;

b. melaksanakan verifikasi standar ukuran;

c. melakukan interkomparasi standar ukuran;

d. koordinasi dan pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang IJTIp di
wilayah kabupaten/ kota;
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e. monitoring, evaluasi dan membuat lapora.n secara berkala.
f' pengelolaan data UTTP penyelenggaraan kemetrologiein sesuai

dengan ketentuan dan syarat teknis serta peraturan perun,cangan
yang berlaku;

g. melaksanakan pengorganisasian dalam pelaksanaan
penyelenggaraan kemetrologian ;

h. pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia penyelenggara
kemetrologian;

i. memberikan bimbingan dan petunjuk .kepada unsur pirnpi'an
dan pegawai di lingkungannya;

j. melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam
pelaksanaan penyelenggaraan kemetrologian;

k. mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan mela.kukan
evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kemetro l.ogian.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan organisasi Unit Peiaksana Tekn.is Dinas Balai Metrologi
terdiri atas;

a. Kepala;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Teknik Kemetrologian;

d. Seksi Pengelolaan Data dan Standar
(2) Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Metrologi

sebagaimana tercantum pada lampiran rlan merupakanr bagian
tak terpisahkan dari peraturan Gubernur iini.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 7
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala bertanggungjawab kepada

Kepala Dinas.
(2) Kepala wajib menerapkan prinsip koo:rdiinasi, integra,si dan

sinkronisasi baik daram lingkungan uprD maupun instansi
teknis terkait lainnya.
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Pasal 8
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepara mempunyai fungsi. :
a. perencanaan program, sasaran dan l<ebijakan pemba*gunan

Kemetrologian;

b. pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan
UPTD;

c. pengendalian, evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan
program dan kegiatan di lingkungan UpTiD;

d' melaksanakan dan mengkoordinasik*n penyerenggaraan
kemetrologian;

e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur tentang
kebijakan bidang Kemetrologian melarui fi.epala Dinas.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan
teknis administrasi di lingkungan UpTD.

Pasal 10
Dalam menyelenggarakan tugasnya, sub Bagian Tata usaha
mempunyai fungsi:
a. menjrusun rencana program dan kegiertan sub Bagian Tata

Usaha;

b. menghimpun rencana serta program kegiatan rutin dan
pembangunan di bidang Kemetrologian;

c. pengelolaan administrasi kepegawaia.n dan administrasi
keuangan;

d' menyiapkan dan mengawasi urusan *:mah tangS;a dan
perlengkapan;

e. melaksanakan pengelolaan cap tanda tera dan siarana
kemetrologian lainnya;

f. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi/laboratorium
terkait;

g. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan unit
pelaksana teknis dinas;

h. mengumpulkan, mengolah, menganalisis rlata dan mengevaluasi
hasil kegiatan ketatausahaan;

i. membuat laporan secara berkala.
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Bagian Ketiga

Seksi Teknik Kemetrologian

Pasal I I
seksi reknik Kemetrologian mempunyaii tugas melaksi:rnakan
pen]rusunan rencana dan program pelaksanaan kr:giatan
pemeriksaan dan pengujian alat urrp, nrenyiapkan perizinan,
memberikan bimbingan kepada pengusaha dan reparatir alat UrTTp.

Pasal 12
Dalam menyelenggarakan tugasnya, seksi Teknik Kemetrologian
mempunyai fungsi :

a. menJrusun rencana program dan llegiatan Seksi 'Teknik

Kemetrologian;

b. menyiapkan pelaksanaan kegiatan Tera dan Tera ularr.g alat
UTTP;

c. menyiapkan bahan pemrosesan izin keme,tn:logian;
d. menyiapkan bahan pembinaan dan bimbi.ngan kepada pengusaha

dan reparatir alat UTTp;

e. membantu pelaksanaan pengelolaan, premeriksaan, pengujian,
verifikasi dan interkomparasi terharcap standar t.tkuran
Laboratorium Metrologi Legal;

f. mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan menger;.aluasi
hasil kegiatan Seksi Teknik KemetrologianL;

g. membuat laporan secara berkala.

Bagian Keempat
Seksi Pengeloiaan Data dan Standar.

Pasal 13
seksi Pengelolaan Data dan Standar mempunyai tugas melaksa:nakan
penJrusunan rencana dan program kegiatan p,engelolaan data diiLn
standar kemetrolo glan.

Pasal 14
Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi pr:ngelolaan Datr:r dan
Standar mempunyai fungsi :
a' menjrusun rencana Program dan Kegiatan seksi Pengelolaal Data

dan Standar;

b' mengumpulkan, mengolah, menganalisa data alat urrp;
c. mengumpulkan, mengolah, menganalisa data produsen Earang

Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT);
d. mengelola, memeriksa, menguji, d.an memverifikasi standar

ukuran laboratorium Metrologi Legal tingkat III;
e. menyiapkan bahan dan meraksanakan interkomparasi standar

ukuran antar laboratorium:
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f' mengumpulkan, mengolah, menganalisisl ctata dan menge,raluasi
hasil kegiatan Seksi pengelolaan Data da'standar;

g. membuat laporan secara berkala.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 15
(1) Kepala UPTD adarah jabatan eselon IIIa diangkat dan

diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah
Provinsi sesuai peraturan perundang_undian gan.

(2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan uprD diangkal. dan
diberhentikan sesuai peraturan perundang_undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16
Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan peraturan Guberrrur ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan l3elanja Daerah prrovinsi
GorontaLo berdasarkan peraturan perundang-.unrdangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Pada saat Peraturan Gubernur ini muleii berlaku, pera.ruran
Gubernur Nomor 21 Tahun 2011 tentang permfosnlrkan Organisasi
dan Tata Kerja unit Peiaksana Teknis Dinas l3alai Metrologi .pr'vinsi
Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berraku.

Pasal 18
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada ta:eggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerinriahkan pe'gundangan
Peraturan Gubernur ini denga.n penempatannl,a dalam Berita Di:rerah
Provinsi Gorontalo.

BERITA DAERAH PROVINSI GoRoNTALo TAHUN 2oI3 NOMOR i...:
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LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 52 TAHUN 2013

TANGGAL : "ji ,;csc:;ber 2OI3
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI

PELAKSANA TEKNIS DINAS
GORONTALO

DAN
BALAI

TATA KER.]A UNIT
ME*TROLOGI I'ROVINSI

SUB BAGIAN TI\TA
USAHA

SEKSI
TEKNIK

KEMETROLOGIAN

SEKSI 
__l

PENGELOI.AAN DATA & I
STANDAR I
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